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Mentmbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai
dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ
tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi
Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Surat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri tanggal
16 Januari 2020 Nomor 173.1/66/418.10/2020 perihal Usulan
Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
serta Berita Acara tanggal 20 Januari 2020 Nomor
900/0353/418.51/2020 tentang Rapat Pembahasan Usulan Kenaikan
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, bahwa
besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD Kabupaten Kediri perlu segera diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kediri;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor g
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomer 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1061, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);




8.

10.

il

3
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRIL

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.

2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan

DPRD adalah pejabat dacrah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD
adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kediri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB 11
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DPRD
Pasal 2

(1) Rumah negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan
perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan.

(4) Bagi Pimpinan DPRD vyang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan

perumahan.

BAB 111
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD
Pasal 3

(1) Rumah negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan
perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibertkan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan.

(4) Bagi Anggota DPRD vyang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan

perumahan.



BAB IV
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada yang bersangkutan
diberikan tunjangan perumahan sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 22.800.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus ribu
rupiah) per bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu
rupiah) per bulan;

¢. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
per bulan.

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diperkenakan untuk dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

(3) Besaran tunjangan perumahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
kajian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri oleh
PT. Superintending Company of Indonesia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati
Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kedirt Nomor 21 Tahun 2004 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan
Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor
4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kedir

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di  Kediri
pada tanggal 29 - 1 - 2020
BUPATI KEDIRL
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 1 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Penata Tingkat |
NIP. 19661125 198903 1 010



